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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah kamanfaatan 
NPWP, pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi pajak, 
sosialisasi perpajakan dan tarif pajak mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak PP 46 tahun 2013 yang terdaftar di KPP 
Pratama Surakarta dan Boyolali. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang termasuk 
dalam kriteria wajib pajak PP 46 tahun 2013 yang terdaftar di KPP Pratama 
Surakarta dan Boyolali sampai bulan Oktober 2016. Teknik pengambilan 
sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan Convenience Sampling. 
Pengambilan sampel data dengan menggunakan kuesioner yang didistribusikan 
kepada wajib pajak sebanyak 100. Dengan menggunakan teknik analisis regresi 
linier berganda menunjukkan hasil bahwa kemanfaatan NPWP, pemahaman 
peraturan perpajakan, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan tarif pajak 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama 
Surakarta dan Boyolali, sedangkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surakarta dan 
Boyolali. 
Kata kunci: Kepatuhan wajib pajak. 
 
ABSTRACT 
The purpose of this study to analyze the effect of the benefits of 
TIN, taxpayer understanding, quality of services, tax sanctions, socialization of 
taxation, and tax rate on tax compliance. This study is quantitative research. 
This study population taxpayer listed on tax office (KPP) Pratama Surakarta 
and Boyolali. Primary data collection method used is a survey method using 
questionnaires media. Sampling was done by convenience sampling method. 
The number of questionnaires that can be analyzed is 100 questionnaires. Data 
analysis techniques used in this research is logistic regression analysis.The 
results of this research showed that Benefits of TIN, taxpayer understanding, 
sanctions, socialization of taxation, and tax rate significant effect on tax 
Compliance in KPP Pratama Surakarta and Boyolali, Quality of services had 
no significant effect on tax compliance in KPP Pratama Surakarta and 
Boyolali. 






Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang 
digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Untuk 
menjalankan kegiatan pembangunan tersebut diperlukan pembiayaan yang 
tidak sedikit. Salah satu pemasukan negara untuk pembiayaan tersebut adalah 
dari hasil penerimaan pajak (Sutanto 2013). Kontribusi pajak dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahun semakin meningkat hal ini 
dapat dilihat dari APBN-P 2015, jumlah penerimaan negara dari sektor 
perpajakan sekitar 85% dari seluruh total penerimaan negara. Angka 
penerimaan negara dari sektor pajak yaitu sebesar 1.489.255,50 (dalam miliar 
rupiah) dan total penerimaan negara sebesar 1.761.642,80 (dalam miliar 
rupiah). Penerimaan pajak diharapkan dapat terus meningkat agar 
pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar. 
Usaha esktensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan aksi yang telah 
dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan 
penerimaan pajak, yaitu dengan memperluas subyek dan obyek pajak atau 
dengan menjaring wajib pajak baru (Widayati dan Nurlis 2010). Selain itu 
usaha Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak 
salah satunya adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di 
bidang perpajakan dengan diberlakukannya self assesment system. Self 
Assessment System mengharuskan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, 
membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang menjadi 
kewajiban mereka (Tiraada 2013). Selain reformasi peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan, upaya lain yang dilakukan oleh Direktorat 
Jenderal Pajak dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah dengan 
melaksanakan pelayanan prima serta dengan pengadaan sosialisasi dan 
penyuluhan perpajakan. 
Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, 
disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dan 
kesadaran dari para wajib pajak itu sendiri. Masyarakat atau wajib pajak yang 
sadar dengan melakukan pembayaran pajak akan meningkatkan kesejahteraan 
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masyarakat, menunjukkan bahwa mereka ingin ikut berpartisipasi dalam 
menunjang pembangunan negara yaitu dengan patuh dalam perpajakan 
(Tatiana dan Hari, 2009). 
Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia saat ini masih rendah.  Tax 
ratio Indonesia tahun 2015 sebesar 12,73%, dibandingkan dengan negara-
negara Asia Tenggara tax ratio di Indonesia termasuk yang terendah contohnya 
Malaysia 20,17%, Singapura 22,44%, Filipina 13,68% dan Thailand 17,28%. 
Meskipun tax ratio di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun 
seperti tahun 2010 persentase tax ratio hanya 11.26% naik pada tahun 2011 
sebesar 11,77%, tahun 2012 sebesar 11,90%, tahun 2013 mengalami 
penurunan sebesar 11,86%,  tahun 2014 sebesar 12,38% dan tahun 2015 
mencapai 12,73% tetapi angka-angka tersebut belum bisa mengimbangi 
negara-negara Asia Tenggara lainnya. 
Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu 
faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang 
berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik 
individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, 
misalnya sikap, norma subjektif dan kontrol keperilakuan. Berbeda dengan 
faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib 
Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak (Fuadi dan 
mangoting, 2013). 
Penyebab tingkat kepatuhan yang masih rendah tidak selalu sama untuk 
setiap daerah atau wilayah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian untuk 
menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan di Surakarta 
dan Boyolali. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul 
“Kepatuhan Wajib Pajak: Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Studi 
Pada Wajib Pajak PP 46 Tahun 2013 yang Terdaftar di KPP Pratama 
Surakarta dan Boyolali)”.Penelitian ini dilakukan karena adanya 
inkonsistensi dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari kemanfaatan 
NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, sosialisasi 
perpajakan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Surakarta dan 
Boyolali. 
2. METODE PENELITIAN 
2.1 Desain Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 
melakukan uji hipotesis. Data yang digunakan adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 
responden dengan penyebaran kuesioner. Data sekunder data yang berupa 
daftar responden yang diperoleh dari dokumentasi KPP Pratama Surakarta 
dan Boyolali. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode survei. Metode survei dilakukan dengan pendistribusian 
kuesioner yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung kepada 
responden. Kuesioner yang diberikan berisi sejumlah pertanyaan yang harus 
dijawab oleh responden untuk mengukur kepatuhan wajib pajak, 
kemanfaatan NPWP, pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, 
sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan tarif pajak. Hasil kuesioner akan 
dimasukkan dalam angka-angka, tabel-tabel dan menggunakan pengolahan 
statistik yaitu program SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 
Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert 5 untuk masing-
masing variabel. 
2.2 Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak berdasarkan PP 
No.46 Tahun 2013 yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Surakarta dan Boyolali. Wajib Pajak berdasarkan PP No.46 Tahun 2013 
adalah wajib pajak orang pribadi maupun badan yang melakukan usaha 
dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar rupiah per tahun. 
Berdasarkan data dari KPP Pratama Surakarta dan Boyolali per 1 Oktober 
2016 tercatat sebanyak 19.851 jumlah wajib  pajak PP No.46 Tahun 2013 
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yang melakukan usaha. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebanyak 100 responden dengan metode convenience sampling, yaitu 
pengambilan sampel yang dilakukan secara acak dengan pertimbangan 
kemudahan akses yang dapat dijangkau oleh peneliti. Responden terbagi 
menjadi dua yaitu 30 Wajib Pajak PP No.46 Tahun 2013 yang terdaftar di 
KPP Pratam Surakarta dan 70 Wajib Pajak PP No.46 Tahun 2013 yang 
terdaftar di KPP Pratama Boyolali. Penentuan sampel ditentukan dengan 




         
………………………………(Rao Purba 1996) 
  
      
               
 
           = 100 Sampel 
Keterangan: 
n  : Jumlah sampel 
N  : Jumlah populasi 
Moe        : Margin of error maximum, yaitu (ditentukan 10%). 
 
2.3 Definisi Operasional Variabel 
2.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak  
Variabel dependen dalam penelituan ini adalah kepatuhan wajib 
pajak. Kepatuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tunduk 
atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut Simon James et al yang 
dikutip oleh Gunadi (2005) kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak 
mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan 
aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi 
seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum 
maupun administrasi. Dalam penelitian ini mengukur variabel kepatuhan 
wajib pajak menggunakan 4 indikator dari Novak (1989) yang 




2.3.2 Kemanfaatan NPWP 
Variabel independen yang pertam adalam penelitian ini adalah 
kemanfaatan NPWP. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
Kemanfaatan adalah kegunaan atas sesuatu. Menurut Masruroh dan 
Zulaikha (2013) kemanfaatan NPWP merupakan kegunaan yang diperoleh 
wajib pajak atas kepemilikan NPWP. Dalam penelitian ini variabel 
kemanfaatan NPWP diukur dengan 8 indikator dan 8 pertanyaan dalam 
penelitian Masruroh dan Zulaikha (2013). 
2.3.3 Pemahaman Peraturan Perpajakan   
Variabel independen kedua penelitian ini adalah pemahaman tentang 
peraturan perpajakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
pemahaman dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, cara memahami 
atau memahamkan. Pemahaman peraturan perpajakan adalah proses 
dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan 
pengetahuan itu untuk membayar pajak (Resmi, 2009). Variabel 
pemahaman peraturan perpajakan diukur dengan menggunkan 5 indikator 
dari Kiryanto (2000) yang dikutip dalam penelitian Masruroh dan 
Zulaikha (2013) terdiri dari 9 pertanyaan. 
2.3.4 Kualitas Pelayanan 
Variabel independen ketiga dalam penelitian ini adalah kualitas 
pelayanan. Kualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kualitas 
adalah tingkat baik buruknya sesuatu, sedangkan pelayanan adalah usaha 
melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan. Menurut 
Masruroh dan Zulaikha (2013) kualitas pelayanan adalah ukuran citra yang 
diakui masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan, apakah 
masyarakat puas atau tidak puas dengan layanan yang diberikan. Kualitas 
pelayanan diukur menggunakan lima dimensi yang dikemukakan oleh 
Parasuraman et al (1988 dalam Tjiptono, 2005) yang dikembangkan oleh 





2.3.5 Sanksi Pajak 
Variabel independen keempat dalam penelitian ini adalah sanksi 
perpajakan. Menurut Kmus Besar Bahasa Indonesia sanksi merupakan 
tanggungan untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menepati 
ketentuan undang-undang. Menurut Suandy (2002:129) sanksi perpajakan 
merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan dan norma perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. 
Variabel sanksi perpajakan diukur dengan menggunakan 5 item 
pertanyaan dan 5 indikator yang digunakan dalam penelitian Yadnyana 
(2009). 
2.3.6 Sosialisasi Perpajakan 
Variabel independen kelima penelitian ini adalah sosialisasi 
perpajakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sosialisasi adalah 
proses belajar seorang untuk mengenal dan menghayati kebudayaan 
masyarakat dan lingkungannya. Menurut Winerungan (2013) sosialisasi 
pajak merupakan proses penyampaian informasi mengenai segala sesuatu 
yang berhubungan dengan perpajakan kepada masyarakat pada umumnya 
dan wajib pajak pasa khususnya. Variabel sosialisasi perpajakan diukur 
dengan menggunakan 5 item pertanyaan dan 5 indikator yang digunakan 
dalam penelitian Winerungan (2013:30). 
2.3.7 Tarif Pajak 
Variabel independen keenam dalam penelitian ini adalah tarif pajak. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tarif merupakan harga satuan 
jasa, aturan pungutan, daftar bea masuk. Tarif pajak merupakan suatu 
pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang 
pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan 
utang pajak (Huda, 2015). Variabel tarif pajak diukur dengan 
menggunakan 4 item pertanyaan dan 4 indikator yang digunakan dalam 





2.4 Teknik Analisis 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi linier berganda dengan Moderated Regression Analysis (MRA), 
karena terdapat satu variabel dependen dengan skala pengukuran interval 
dan lebih dari satu variabel independen dengan menggunakan skala 
pengukuran interval. Persamaan regresi yang dirumuskan berdasarkan 
hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut : 
Y =                                       
Keterangan : 
Y   = Kepatuhan wajib pajak  
a   = Konstanta 
       = Koefisien arah regresi 
    = Kemanfaatan NPWP  
    = Pemahaman peraturan perpajakan 
    = Kualitas Pelayanan  
    = Sanksi pajak 
    = Sosialisasi Perpajakan 
    = Tarif  pajak 
e   = kesalahan pengganggu (disturbance’s error) 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 
yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum 
minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). 
(Ghozali, 2011).  
Berdasarkan pengujian statistik diketahui bahwa variabel 
independen kemanfaatan NPWP memiliki rata-rata 30,50 dan deviasi 
standar sebesar 2,619. Kemanfaatan NPWP memiliki nilai tertinggi 
sebesar 40 dan terendah sebesar 22. Variabel independen pemahaman 
peraturan perpajakan memiliki rata-rata 35,63 dan deviasi standar sebesar 
3,886. Pemahaman peraturan perpajakan memiliki nilai tertinggi sebesar 
45 dan terendah sebesar 18. Rata-rata responden menjawab setuju yang 
artinya wajib pajak memahami peraturan perpajakan.Variabel independen 
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kualitas pelayanan memiliki rata-rata 83,69 dan deviasi standar sebesar 
9,565. Kualitas pelayanan memiliki nilai tertinggi sebesar 110 dan 
terendah sebesar 52.Variabel independen sanksi pajak memiliki rata-rata 
17,14 dan deviasi standar sebesar 2,151. Sanksi pajak memiliki nilai 
tertinggi sebesar 25 dan terendah sebesar 11. Variabel independen 
sosialisasi perpajakan memiliki rata-rata 18,46 dan deviasi standar sebesar 
2,439. Sosialisasi perpajakan memiliki nilai tertinggi sebesar 25 dan 
terendah sebesar 10. Variabel independen tarif pajak memiliki rata-rata 
15,92 dan deviasi standar sebesar 2,834. Tarif pajak memiliki nilai 
tertinggi sebesar 20 dan terendah sebesar 10. Variabel dependen kepatuhan 
wajib pajak memiliki rata-rata 27,63 dan deviasi standar sebesar 3,180. 
Kepatuhan wajib pajak memiliki nilai tertinggi sebesar 35 dan terendah 
sebesar 19.  
3.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 
Hasil uji validitas terhadap variabel penelitian menunjukkan 
koefisien korelasi antara skor pernyataan dengan skor total (item total 
correlation) dan semua pernyataan memiliki signifikansi kurang dari 0.05, 
maka dapat dikatakan bahwa semua pernyataan untuk mengukur variabel 
tersebut dinyatakan valid. Seluruh item pertanyaan dari variabel kepatuhan 
wajib pajak, kemanfaatan NPWP, pemahaman peraturan perpajakan, 
kualitas pelayanan, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan dan tarif pajak 
dalam penelitian ini dikatakan reliable, karena semua variabel memiliki 
cronbach’s alpha> 0,60. 
3.3 Hasil Uji Asumsi Klasik 
3.3.1 Uji Normalitas 
Hasil uji Kolmogorov–Smirnov yang disajikan diperoleh nilai Kologorov-
SmirnovZ sebesar 0,942 dengan Asymp Sig 0,337. Nilai Asymp Sig lebih 
besar daripada tingkat signifikansi (0,942 > 0,05) yang berarti data 




3.3.2 Uji Multikolinieritas 
Hasil uji multikolinieritas data yang disajikan menunjukkan bahwa data 
tidak terdapat masalah multikolinieritas karena semua variabel independen 
memiliki nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10. 
3.3.3 Uji Heteroskedastisitas 
Hasil uji heteroskedastisitas yang disajikan pada tabel IV.10 menunjukkan 
bahwa nilai Absolut Residual (ABRES) dari semua variabel independen 
memiliki nilai signifikansi > 0,05. Dengan demikian, model regresi tidak 
terdapat masalah heterokedastisitas. 
 
3.4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
Berdasarkan hasil regresi maka diperoleh persamaan regresi linear 
berganda sebagai berikut: 
KWP = –13,674 + 0,610 KNPWP + 0,177 PPP + 0,002 KP + 0,564 SP + 
0,174 SOP – 0,126 TP + ε 
3.4.1 Pengaruh kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan wajib 
pajak 
Berdasarkan pengujian hipotesis pertama mendapatkan hasil 
bahwa kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta dan Boyolali, yang ditunjukkan 
dengan hasil uji t memperolah nilai          (6,855 > 1,986) dan memiliki 
nilai signifikasi sebesar  0,000 < 0,05, sehingga H1 diterima yang 
artinya bahwa variabel kemanfaatan NPWP berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin banyak manfaata yang 
diperolah wajib pajak atas kepemilikan NPWP maka semakin tinggi 
tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut senada dengan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Huda (2015) yang menemukan bahwa 





3.4.2 Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
Berdasarkan pengujian hipotesis kedua mendapatkan hasil bahwa 
pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta dan Boyolali, yang 
ditunjukkan dengan hasil uji t memperolah nilai          (3,427 > 1,986) 
dan memiliki nilai signifikasi sebesar  0,001 < 0,05, sehingga H2 diterima 
yang artinya bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin 
tinggi tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, maka 
semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini konsisten 
dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Masruroh dan Zulaikha 
(2013), Prajogo dan Widuri (2013) dan Purnamasari, Hamid dan Susilo 
(2015) yang menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak tentang 
peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Pemahaman yang baik akan membantu dan mempermudah wajib pajak 
dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.  
3.4.3 Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak 
Berdasarkan pengujian hipotesis ketiga mendapatkan hasil bahwa 
kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang 
terdaftar di KPP Pratama Surakarta dan Boyolali, yang ditunjukkan 
dengan hasil uji t memperolah nilai          (0,130 < 1,986) dan memiliki 
nilai signifikansi sebesar  0,897 > 0,05, sehingga H3 ditolak yang artinya 
bahwa variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Artinya kualitas pelayanan masih belum dapat 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban 
membayar dan melaporkan pajaknya. Hasil penelitian ini mendukung 
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh  Masruroh dan  Zulaikha 
(2013) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh 




3.4.4 Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 
Berdasarkan pengujian hipotesis keempat mendapatkan hasil bahwa 
sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di 
KPP Pratama Surakarta dan Boyolali, yang ditunjukkan dengan hasil uji t 
memperolah nilai          (5,222 > 1,986) dan memiliki nilai signifikasi 
sebesar  0,000 < 0,05, sehingga H4 diterima yang artinya bahwa variabel 
sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Artinya sanksi yang tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga 
wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh dalam melaksanakan 
kewajiban perpajakan. Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Prajogo dan Widuri (2013), Pratiwi dan Setiawan (2014), 
dan Tiraada (2013) yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
3.4.5 Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 
pajak 
Berdasarkan pengujian hipotesis kelima mendapatkan hasil bahwa 
sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang 
terdaftar di KPP Pratama Surakarta dan Boyolali, yang ditunjukkan 
dengan hasil uji t memperolah nilai          (2,450 > 1,986) dan memiliki 
nilai signifikasi sebesar  0,016 < 0,05, sehingga H5 diterima yang artinya 
bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi intensitas sosialisasi 
perpajakan yang dilakukan maka tingkat kaptuhan wajib pajak akan 
semakin meningkat. Hasil tersebut mendukung penelitian terdahulu yang 
dilakukan oleh  Suryaning (2015) dan Ananda, Kumadji dan Husaini 
(2015) yang menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
3.4.6 Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 
Berdasarkan pengujian hipotesis keenam mendapatkan hasil bahwa 
tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di 
KPP Pratama Surakarta dan Boyolali, yang ditunjukkan dengan hasil uji t 
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memperolah nilai          (2,072 > 1,986) dan memiliki nilai signifikansi 
sebesar  0,041 < 0,05, sehingga H6 diterima yang artinya bahwa variabel 
tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya 
semakin rendah tarif pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin 
meningkat. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang 
dilakukan oleh Ananda, Kumadji dan Husaini (2015) yang menyatakan 
bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
 
4. SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut: Kemanfaatan NPWP, pemahaman peraturan 
perpajakan, sanki pajak, sosialisasi perpajakan,dan tarif pajak berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surakarta dan 
Boyolali. Sedangkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surakarta danBoyolali. 
Berdasarkan simpulan diatas, implikasi yang diperolah dari penelitian 
ini yaitu penelitian ini dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk 
mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya 
tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surakarta dan Boyolali, 
sehingga aparat pajak dapat mencari cara bagaimana supaya tingkat kepatuhan 
semakin meningkat. Selain itu KPP Pratama Surakarta dan Boyolali dapat 
memberikan pelayanan yang berkualitas supaya dapat meningkatkan tingkat 
kepatuhan wajib pajak. 
Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, antara lain: (1) 
Penelitian ini hanya menggunakan data kuesioner sebagai instrumen penelitian, 
sehingga memiliki kemungkinan respon jawaban yang bias. (2) Responden 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang memenuhi 
kriteria sebagai Wajib Pajak PP 46/2013 saja sehingga hasilnya kurang bisa di 
generalisasi secara luas. 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian dari penelitian ini, 
maka untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk: (1) menambahkan 
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variabel independen yang lain agar hasilnya dapat di generalisasikan dengan 
penelitian sejenis. (2) menggunakan teknik wawancara, sehingga jawaban dari 
responden akan lebih lengkap dan jelas. 
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